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PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

e ) a1l A pusy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Alamat JI. Kedampang Pengubengan Kauh
Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten
Badung, yang selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani,
Alamat Krajan 01 RT/RW 002/001 Cangkring Prajekan
Kabupaten Bondowoso vyang selanjutnya disebut
sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada
tanggal 04 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Badung, Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 04 Juli 2017 yang pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 13 Oktober 1991 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan
Prajekan Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

xooxx tertanggal 13 Oktober 1991;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama di, Kabupaten Bondowoso selama 20 (Dua Puluh) Tahun;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak
bernama :

- Anak |, Laki-laki, lahir tanggal 18 November 1991

- Anak I, Perempuan, lahir tanggal 8 Februari 2003, anak kedua;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
sejak bulan Maret 2010 yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat jarang memberi nafkah kalaupun memberi tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anak Penggugat dan
Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada
bulan Maret 2011 sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama dan hingga sekarang Tergugat tinggal di Bali
sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang;

6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan
nafkah lahir dan batin kepada penggugat hingga sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba musyawarahkan dengan keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk
dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

10.Berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Badung Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :
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Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap

Penggugat ( Penggugat );

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai

dengan ketentuan hukum yg berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil —
adilnya ( Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak
menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas
panggilan Nomor xox/Pdt.G/2017/PA.Bdg. sedangkan ketidakhadirannya tidak
beralasan hukum;

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun
Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu
membacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tamiu Sementara Nomor xxxx atas nama Penggugat, yang
diterbitkan oleh Bendesa Adat Kerobokan tanggal 05 Juni 2017 yang telah
dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi
tanggal, paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xoxx atas nama Penggugat dan
Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, pada tanggal 14
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Oktober 1991, yang telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya

selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan
dua orang saksiyang masing-masing bernama;

1. Saksi I, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal
di Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2
orang anak;

- Bahwa setelah menikah tinggal di cangkring, Prajekan, Bondowoso;

- Bahwa sejak tahun 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat,
bahkan ketika Penggugat bekerja dan tinggal di Bali Tergugat juga tidak
pernah datang dan malah menolak ketika diajak ke Bali;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. Saksi Il, agama Islam, umur 44 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
tinggal di Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2
orang anak;

- Bahwa setelah menikah tinggal di cangkring, Prajekan, Bondowoso;

- Bahwa sejak tujuh tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah
kembali menemui Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal dan
kerja di Bali;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa
Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat di persidangan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud
pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat
dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap
Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang
No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak
Maret 2010 disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kalaupun
memberikan nafkah tersebut tidak cukup dan puncaknya pada Maret 2011
Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan
yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus

tanpa kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;
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Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti tertulis berupa P. 1 dan P.2;

Menimbang, bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari
surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti
tersebut telah dinazegelen sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea
Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea
Meterai, oleh karenanyan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat
berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, sebagaimana diatur dalam Pasal 49
ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 Tahun
2009 sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah
berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga
karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan
hukum atau persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi
menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan
langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan
saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan
Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW,

sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;
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Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling
bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil
gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan
309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil
sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Maret tahun 2011 Tergugat
meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu, Tergugat tidak
pernah menemui ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan dua
orang saksi, dan maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun

1991 dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
sejak sekitar 7 tahun yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan
tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah meninggalkan
Penggugat selama tujuh tahun berturut-turut tanpa pernah menemui
Penggugat ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Islam;
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Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan tersebut dalam
pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf b Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam,
karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini
setelah lampau dua tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman
bersama dan kepergian Tergugat selama tujuh tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya. Selama dua tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut,
Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat halmana menunjukkan
sikap sudah tidak mau kembali ke rumah bersama, oleh karenanya telah
terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh
karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan satu helai salinan
putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan
Tergugat menikah dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili saat ini
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kuta kabupaten Badung dan
Prajekan Kabupaten Bondowoso guna dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp446.000,00- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 8 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Sholehah, M.H.,
sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.l. dan Noor Faiz, S.H.l. masing-
masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiana, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Ketua,

Dra. Nur Sholehah, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ema Fatma Nuris, S.H.L Noor Faiz, S.H.L
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Panitera Pengganti,

Mardiana, S.H.
Rincian biaya perkara
1. Biaya pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya adminstrasi :Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan :Rp 355.000,00
4. Biaya redaksi :Rp  5.000,00
5. Biaya materai :Rp  6.000,00 +
Jumlah : Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)
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